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Perjalanan Dinas

BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat menyerahkan
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laperan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun anggaran 20417. Kali ini BPK Kalbar menyerahkan pada 10 kabu-
paten-kota yang ada di Kalbar.

Penyelarahan ini langsung dilakukan oleh,: PIt Kepala BPK Kalbar, Rita Ame-
lia bertempat di Aula BPK Kalbar, Jalan Ahmad
Yani Pontianak, Rabu (30/5).

“LKPD ini merupakan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah
yang meliputi laporan. realisasi anggaran (LRA),
laporan perubahan saldo anggaran lebih, nera-
ca, laporan operasional, laporan arus kas, lapor-

... mBersambungkehal. 15
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an perubahan ekuitas dan
catatan atas laporan keu-
angan,” ucap Rita Amelia da-
lam sambutannya.

Amelia menambahkan tu-
juan dari pemeriksaan yang
dilakukan untuk memberikan
keyakinan apakah LKPD te-
lah disajikan secara wajar,
dalam segala hal yang me-
teril, sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan dan
prinsip akuntansi yang ber-
laku umum lainnya.

Dari 10 kabupaten kota
yang diserahkan LHPnya,
Pemkot Pontianak meru-
pakan satu diantara yang
meraih predikat Wajar Tan-
pa Pengecualian (WTP).

“Dari 10 yang diperik-
sa, ada delapan yang me-
raih predikat WTP dan ada
dua yang meraih predikat
wajat dengan pengecualian
(WDP),” tambahnya.

Delapan daerah dengan
predikat WTP yaitu, Pontia-
nak, Kubu Raya, Ketapang,
Mempawah, Sanggau, Lan-
dak, Sekadau, Sintang se-
dangkan yang merainh WDP
adalah Kayong Utara dan,

Sambas. N
Pencapaian opini WTP ini

menurutnya, tidak berarti

permasalahan yang ada di-

dalam keuangan nihil. Pe-

- ngelolaan aset tetap dan

persediaan di beberapa

Pemda yang belum mema-

dai dan masih terjadi, wa-
laupun nilainya masih di
bawah batas nilai materiali-
tas yang telah ditentukan.
Begitu pula dengan Pem-
da yang meraih WDP, dise-
butnya permasalahan pokok
yang menjadi pengecualian
opini adalah pencatatan aset
yang dilakukan secara glo-
bal sehingga nilai beban dan
akumulasi penyusutannya ti-
dak dapat diyakini nilainya.
Aset tetap yang berasal dari

~ dana BOS belum dapat dica-
' tat mereka, kemudian aset

tetap berupa peralatan mesin

yang tak diketahui keberada-

annya serta kapitaliasi aset
kegiatan rehabilitasi ke aset
induknya yang belum dilaku-
kan secara cermat.
Selanjutnya dari hasil pe-
meriksaan BPK juga ditemu-
kan terkait kepatuhan pe-
merintah daerah terhadap
peraturan perundang-undang-
an dan masih dijumpai ada-
nya kekurangan volume pe-
kerjaan atau kelebihan

.‘“'“pemba‘yara'n atas pengadaan

barang dan jasa.
. Selain itu, ditemukan be-

lanja perjalanan dinas yang

tidak sesuai ketentuan, ke-

lebihan pembayaran belanja
langsung atau berupa honor
kegiatan dan insentif, serta

pertanggungjawaban belan-

ja hibah dan-bantuan sosial

serta dana desa yang belum
sesuai ketentuan.

Oleh sebab itu, lanjut dia
perlu ada kerja keras selu-
ruh Organisasi Perangkat Da-
erah (OPD) di jajaran Pemkot
Pontianak untuk terus mela-

. kukan perbaikan-perbaikan

atas temuan tersebut. “Se-
hingga ke depan tidak ada
lagi temuan yang sama,” ha-
rapnya.

Termasuk untuk ke de-
pan jangan sampai ada te-
muan-temuan yang baru.
Karenanya, seluruh OPD di-
minta dapat memperbaiki ki-
nerjanya terutama kaitan de-
ngan tata kelola keuangan
sehingga temuan-temuan itu
kian berkurang, bahkan ni-
hil. Dan yang paling penting
harus mampu mempertahan-
kan predikat opini WTP seba-
gaimana tahun-tahun sebe-

.lumnya. “Kami berharap juga
untuk laporan keuangan ta-
hun 2018 meraih predikat
yang sama yakni WTP,” se-
butnya. (oni)
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